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Penjatuhan sanksi rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika adalah suatu tindakan yang penting karena
disatu sisi penyalahguna narkotika merupakan korban dari tindak pidana narkotika. Dalam Pasal 54 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa pecandu Narkotika dan korban
penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitas medis dan rehabilitasi sosial, kerangkayuridis yang
telah ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Pemerintah
Nomor 25 tahun 2011 tentang pel aksanaan wajib lapor pecandu narkotika seharusnya digunakan dalam
penerapannya pada masing-masing sub sistem peradilan pidana agar upaya pengobatan dan juga perawatan
bagi penyalahguna, guna menyelaraskan penerapan rehabilitas tersebut Mahkamah Agung telah
mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.04 Tahun 2010, begitu juga dengan Badan
Narkotika Nasional mengeluarkan Peraturan Kepala BNN Nomor 2 Tahun 2011, Kejaksaan Agung pada
tanggal 12 Januari 2012 telah menerbitkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor :
B-136/E/EJP/01/2012 perihal tuntutan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Polri masih
menyiapkan Rancangan Peraturan Kapolri tentang Penanggulangan Penyal ahgunaan Narkotika di
lingkungan Polri untuk di jadikan pedoman Penyidik dalam melakukan rehabilitasi terhadap penyal ahguna
Narkotika yang menjadi Pecandu atau korban Penyalahgunaan Narkotika. Berkaitan dengan hal tersebut
penulis nantinya akan membahas mengenai harmonisasi antara ukuran-ukuran yang digunakan oleh
Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan dan Pengadilan dalam merehabilitas dilanjutkan
dengan peranan Jaksa sebagal penyaring perkara dalam penanganan kasus-kasus Narkotika dan kewenangan
penuntut umum dalam penanganan perkara Narkotika.

Rehabilitation sanctions against drug abusers is an important measure because on one hand, drug abusers are
victims of crime narcotics. In Article 54 of Law No. 35 Y ear 2009 on Narcotics explain that addicts
Narcotics and Narcotic abuse victims to undergo compulsory medical rehabilitation and social rehabilitation,
the existing legal framework in the Act No. 35 Y ear 2009 on Narcotics and Government Regulation No. 25
of 2011 on the implementation of compulsory reporting of drug addicts should be used in the application on
each - each sub-system of criminal justice in order to attempt treatment and also care for abusers, in order to
harmonize the implementation of the rehabilitation of the Supreme Court has issued a Circular Letter of the
Supreme Court (SEMA) No.04 of 2010, as well as with the National Narcotics Agency chief BNN issued
Regulation No. 2 of 2011, the Attorney General on January 12, 2012 hasissued Circular Attorney General
for General Crimes Number: B-136/E/EJP/01/2012 demands concerning medical rehabilitation and social
rehabilitation, while the police are still preparing the Draft Police Regulation on Narcotics Abuse Reduction
in the police to make the guidelines at Investigators in rehabilitating narcotics abusers who become addicts
or victims of Narcotics Abuse. In thisregard the authors will discuss the harmonization between size - the
size used by the Police, the National Narcotics Agency (BNN), and courts in rehabilitating followed by a
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role as afilter Attorney handling the case in the case - Narcotics and authority of the public prosecutor in
handling Narcotics cases.



